BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke
waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam
lingkungan kehidupan manusia. Kasus-kasus kesusilaan yang terjadi di
Indonesia tampaknya cukup banyak tetapi penanganannya masih lamban dan
dirasakan oleh sebagian masyarakat bahwa pemidanaannya masih ringan. Di
sisi lain, tampaknya kesulitan-kesulitan pembuktian dialami aparat penegak
hukum.!

Hukum dibuat untuk ditaati, namun banyak masyarakat tidak mengerti
fungsi dari hukum tersebut, bahkan banyak masyarakat yang melanggar
bahkan berbuat kejahatan. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang
hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang
Hukum Pidana) hukum pidana yaitu, peraturan hukum yang mencakup
keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi
hukuman terhadapnya.?

Kejahatan terhadap kesopanan yakni pemerkosaan salah satunya dapat
disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa

pemerkosaan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan terhadap kesopanan

! Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 21.
2M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 269.



yang diatur di dalam KUHP Buku Ke-II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303
KUHP. Dalam hal ini pemerkosaan juga bisa dinyatakan sebagai bentuk
perzinaan.

Kejahatan perkosaan bukan suatu jenis kejahatan yang baru. Ia sama tua
usianya dengan keberadaan kehidupan manusia. Pemunculannya tidak saja
dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat primitif.
Dewasa ini kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat
perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan tersebut tampaknya meningkat
secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.?

Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat di
wilayah Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari kasus perzinaan yang semakin
marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah
terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin
berani dan tidak tercermin rasa bersalah.*

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis
diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu
dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap
perilaku yang baik antar sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut
hubungan antar manusia sebagai hak insani atau hak adami. Tetapi masalah

perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam rangka

3 Made Darma Weda, Kriminologi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 69.
4 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari
Hukum Islam, (Jakarata: Kencana, 2010), 1.



pemeliharaan hubungan antar manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat
perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar manusia itu
sendiri. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Allah, Tuhan yang Maha Rahman
dan Maha Rahim, yang mendudukkan masalah perzinaan sebagai ranah atau
wilayah hak Allah, yang menentukan bentuk tindak pidana, hukuman dan
pembuktiannya merupakan ketentuan yang gat 7 maupun zanni.>

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan
yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau
suaminya. Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara
anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk
mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota
perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.®

Allah sebagai al-khaliq, Maha Pencipta alam semesta, antara lain
manusia, adalah Maha Mengetahui mengenai tabiat atau watak manusia
sebagai makhluk ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal hasrat seksual antar
laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, Allah telah menentukan
ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perzinaan, sebagai tanda
cinta Allah kepada hamba-Nya agar setiap manusia tetap suci dan
memelihara diri dari perbuatan keji, antara lain zina.’

Larangan perkosaan pada masyarakat mana pun di dunia ini adalah

sependapat bahwa perkosaan seksual baik secara heteroseksual maupun

> Tbid., 7.

6 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991), 209.

7 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan..., ].



homoseksual adalah dilarang dan pelakunya dikenakan hukuman, jika
terbukti. Hal itu, karena unsur paksaan dan kekerasan memang terjadi pada
jarimah atau tindak pidana perkosaan.® Dalam hal ini memaksa berarti di luar
kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita
itu.” Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-
reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan pun terhadap pidana yang
telah dijatuhkan.!'”

Menurut KUHP, termasuk orang yang melakukan persetubuan dengan
seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 286 KUHP.'! Pasal 286 KUHP
mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun, barang
siapa yang diluar perkawinan, bersetubuh dengan seorang perempuan yang ia
tahu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.!?

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama
sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.'3
Perempuan yang kondisinya seperti telah disebutkan, yaitu dalam kondisi
pingsan, tidak berdaya, yang disetubuhi di luar perkawinan oleh seorang laki-
laki, maka KUHP, RUU-KUHP 2008, dan KUHP Belanda menentukan

larangan yang sama, meskipun hukumannya berbeda.'4

8 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan. .., 80-81.

% Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap. .., 52.

10 1bid., 48.

' Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan..., 66.

12 Widjono Prodjodikoro, 7Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Ed. 2, (Bandung: Eresco,
1986), 118.

13 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana..., 98.

14 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan. .., 66-67.



Salah satu kesempurnaan syariat Islam adalah adanya aturan-aturan yang
berkenaan dengan hukum publik. Islam tidak sekedar mengajarkan ajaran
moral saja, melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang bersifat
imperatif. Baik dalam Alquran maupun dalam Sunah terdapat sanksi-sanksi
yang mengikat yang harus ditegakkan di dunia, bukan sekedar ancaman di
akhirat.

Di agama Islam pun terdapat hukum yang mengatur tentang kejahatan
(Jarimah) yang disebut dengan hukum pidana Islam, pembahasan hukum
pidana Islam ada yang menyebutnya fikih jinayah dan ada pula yang
menjadikan fikih jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi
sebuah kitab fikih atau kitab hadis yang corak pemaparanya seperti kitab
fikih.!®

Mengenai kasus yang akan diteliti oleh penulis dalam putusan
Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.Ss tentang tindak
pidana pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya, yakni
dengan kronologi kasus bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 pukul
21.30 WIT bertempat di Desa Nusajaya, Kecamatan Wasile Selatan,
Kabupaten Halmahera Timur, terdakwa Arifin Lanasiri memerkosa seorang
wanita itu dalam keadaan tidak berdaya yaitu yang bernama Halija Haerudin.
Arifin Lanasiri pada saat kejadian sedang mabuk karena minum-minuman
keras. Terdakwa minum-minuman keras karena bertengkar dengan istrinya.

Setelah bertengkar dengan istrinya, terdakwa kemudian keluar dari rumah

15 Nurul Irfan dan Masyarofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 1.



untuk mencari handphone. Namun setelah terdakwa tiba di tempat kejadian,
terdakwa melihat korban (seorang nenek berusia 58 tahun) sedang berdiri di
pinggir sumur sambil memegang ember. Kemudian terdakwa menarik tangan
korban sampai ke pohon kelapa. Korban tidak melakukan perlawanan
dikarenakan keterbatasan kondisinya yang cacat tidak bisa melihat, tidak bisa
mendengar, dan tidak bisa berbicara. Tetapi korban hanya memukul tangan
terdakwa beberapa kali, berteriak karena kesakitan dan merasa ketakutan.
Mengenai hal tersebut terdakwa divonis dengan hukuman penjara 4 (empat)
tahun lebih lama 2 (dua) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.'® Namun
berdasarkan Pasal 286, dalam KUHP diancam hukuman maksimal 9
(sembilan) tahun penjara bagi yang terbukti melanggar pasal tersebut. Namun
yang menjadi permasalahan disini adalah, bagaimana hakim dalam
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hingga
bertambahnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yakni 4 (empat) tahun
penjara yang mulanya Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 (dua) tahun penjara.

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama
maka di dalamnya terkandung dua aspek, yaitu aspek moral dan aspek
yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena
berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Aspek yuridis
dilaksanakan oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum dan ini tidak

bisa dilaksanakan oleh perorangan, seperti halnya dalam hukum perdata.'’

1 Direktori Putusan Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.Ss.
17 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), vii.



Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian
fikih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu al-rukn al-syar’i
atau unsur formil, a/-rukn al-madi atau unsur materiil, al-rukn al-adabi
atau unsur moril. Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga macam tindak
pidana (jarimah) yaitu, jarimah hudud, jarimah kisas atau diyat, dan jarimah
takzir.'®

Dalam hukum pidana Islam, terkait dengan kasus zina tersebut diatas
dapat dikenakan sanksi hudud. Namun adapun perbedaan antara hukuman
zina dengan hukuman perkosaan adalah bahwa hukuman zina dikenakan
kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman
perkosaan hanya diberikan kepada pelaku perkosaan saja dan tidak dikenakan
kepada korban. Pada masa Nabi Muhammad saw. pun pernah terjadi
seseorang perempuan yang diperkosa. Terhadap kasus ini Rasulullah saw.
tidak menjatuhkan hukuman terhadap perempuan itu.'”

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap
Tindak Pidana Pemerkosaan kepada Wanita dalam Keadaan Tidak Berdaya
(Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2012/PN.Ss)”. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan
Negeri Soasio dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemerkosaan

kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya sesuai dengan hukum pidana

18 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.
19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 17.



Islam dan perundang-undangan yang berlaku, serta tinjauan hukum pidana

Islam tentang tindak pidana tersebut.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi

beberapa masalah sebagai berikut:

1.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana
pemerkosaan.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 286 KUHP tentang tindak pidana
pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya.

Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana
pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya.

Akibat yang timbul dari adanya tindak pidana pemerkosaan kepada

wanita dalam keadaan tidak berdaya.

. Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemerkosaan kepada

wanita dalam keadaan tidak berdaya.
Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan
kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Nomor

33/Pid.B/2012/PN.Ss.

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada

permasalahan yang akan dikaji, maka penulis membatasi penelitian pada:



1. Dasar hukum pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana
pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya (studi putusan
Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.Ss).

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan
kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya (studi putusan Nomor:

33/Pid.B/2012/PN.SS).

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana
pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya (studi putusan
Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.SS)?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana
pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya (studi putusan

Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.SS)?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
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duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.?’ Berkaitan dengan

beberapa tema diantaranya ialah:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Zainuddin yang berjudul “Putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 945/Pid/B/2006/PN.Sda tentang
Tindak Pidana Pemerkosaan dan Penganiayaan (Kajian KUHP dan
Maslahah al-Ghazali)’ yang menjerat pelaku tindak pidana pemerkosaan
dan penganiayaan dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara, 2 (dua) tahun
lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP.?!

2. Skripsi yang disusun oleh Asyifa yang berjudul “Studi Analisis Hukum
Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:
189/Pid. B//2009/PN.Sda tentang Pemerkosaan Anak di Bawah Umur’
yang menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman pidana penjara selama
7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta
rupiah) subsidair 5 bulan atas dasar pertimbangan dari hal-hal yang
memberatkan dan meringankan.??

3. Skripsi yang disusun oleh Gusman yang berjudul “7indak Pidana
Perkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif’

yang menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tindak pidana perkosaan

20 Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi, (Surabaya: t.p., 2015), 8.

2 Muhammad Zainuddin, “Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 945/Pid/B/2006/PN.Sda
Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan dan Penganiayaan (Kajian KUHP dan Maslahah al-
Ghazali)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

22 Asyifa, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor.
189/Pid.B//2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur” (Skripsi—IAIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2010).



11

bisa masuk dalam kategori perzinahan, sedangkan dalam hukum positif

Indonesia permasalahan tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP

pada pasal 285.%3

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian
yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Yang membedakan dalam penulisan
skripsi ini adalah penulis akan menganalisis terhadap putusan Nomor:
33/Pid.B/2012/PN.SS tentang tindak pidana pemerkosaan kepada wanita
dalam keadaan tidak berdaya. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji putusan
tersebut berdasarkan Pasal 286 KUHP dan meninjau dari segi hukum pidana
Islam. Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat

gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana
pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya (studi putusan
Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.SS).

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana
pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya (studi putusan

Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.SS).

2 Gusman, “Tindak Pidana Perkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif”
(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran
bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat
digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu:
1. Aspek teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan
dengan masalah tindak pidana pemerkosaan kepada wanita dalam
keadaan tidak berdaya.
2. Aspek praktis
a. Dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian
selanjutnya yang Dberkaitan dengan masalah tindak pidana
pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya.

b. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa
pentingnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada

wanita dalam keadaan tidak berdaya.

G. Definisi Operasional
Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu
adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam
penulisan skripsi ini agar mudah untuk memahami penelitian ini dengan jelas
tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam

memahami maksud yang terkandung.
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Adapun judul skripsi “Tinjavan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak
Pidana Pemerkosaan kepada Wanita dalam Keadaan Tidak Berdaya (Studi
Putusan Nomor 33/Pid.B/2012/PN.SS)”, untuk memperoleh gambaran yang
luas dan pemahaman yang utuh tentang judul penelitian ini, maka penulis
sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan penelitian ini:

1. Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama maka
di dalamnya terkandung dua aspek, yaitu aspek moral dan aspek yuridis.
Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena berkaitan
dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Aspek yuridis dilaksanakan
oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum dan ini tidak bisa
dilaksanakan oleh perorangan, seperti halnya dalam hukum perdata.?*
Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori jarimah zina yang
diancam hukuman hudud.

2. Tindak pidana pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak
seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa
manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi
vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau
dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan.

24 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), vii.
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3. Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali,

sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.?’> Perempuan

yang kondisinya seperti ini dalam keadaan cacat.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan

prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data

tertulis dari dokumen, Undang-undang dan putusan Pengadilan Negeri Soasio

Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.Ss yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil

penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat

dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1.

Data yang dikumpulkan

a. Data mengenai putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor:
33/Pid.B/2012/PN.Ss tentang tindak pidana pemerkosaan kepada
korban tidak berdaya.

b. Ketentuan tentang perzinahan menurut hukum pidana Islam.

Sumber data
Sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer

maupun sekunder.?® Adapun sumber-sumber data tersebut adalah sebagai

berikut:

2 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. .., 98.
26 Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis..., 9.
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a. Sumber primer
Sumber primer merupakan data yang bersifat utama dan penting
yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang
diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu putusan Pengadilan
Negeri Soasio Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.SS tentang tindak pidana
pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya dan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Sumber sekunder
Sumber sekunder yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh
dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-
benda tertulis seperti buku-buku literatur yang dipakai sebagai
berikut:
1) Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan
di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam.
2) Made Darma Weda, Kriminologi.
3) Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah
Prevensinya.
4) Wirdjono Prodjodikoro, 7indak-tindak Pidana Tertentu di
Indonesia.
5) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.

6) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.



16

3. Teknik pengumpulan data
Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka

(library research), maka penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan:

a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara
membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen
putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor:
33/Pid.B/20112/PN.Ss.

b. Teknik kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji /iteratur atau
buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknis analisis data
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik deskriptif, analisis yaitu teknik analisis dengan
cara menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini
data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan

Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 33/Pid.B/20112/PN.Ss kemudian

dianalisis dengan hukum pidana Islam dalam hal ini teori

perzinahan.

I. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih

mudah dalam memahami dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan
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menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun
sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan landasan teori tentang perzinahan yang
meliputi definisi, macam-macam, jenis-jenis, dan sanksi hukumannya.

Bab III, bab ini membahas tentang hukuman hakim terhadap putusan
Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.Ss tentang tindak
pidana pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya, isi putusan,
dasar, pertimbangan, putusan dan implikasi.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis hukum pidana Islam
terhadap tindak pidana pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak
berdaya  dalam  putusan  Pengadilan Negeri  Soasio = Nomor:
33/Pid.B/2012/PN.Ss.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian

jawaban permasalahan dari penelitian.



